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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 

September 1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba‟ B Be ب

 Ta‟ T Te ث

 ṡa‟ ṡa‟ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żāl Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy Es dan ye ش

 ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 ṭa‟ ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa‟ ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ Koma terbaik di atas„ ع

g Gain G Ge 

 Fa‟ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق
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 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha‟ H Ha ه

 Hamzah „ Apostrof ء

 Ya‟ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 ditulis   muta‟aqqidin متعقدين

 ditulis   „iddah  عدة

 

C. Ta’ Marbutah 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 ditulis   hibah هبت

 ditulis  jizyah جسيت

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

 ‟ditulis  Karāmah al-auliyā كرامت الاولياء

 

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah 

ditulis t. 

 ditulis  zakātul fiṭri زكاة الفطر

D. Vokal Pendek 

____    ِ ____  kasrah  ditulis   i 

____    ِ ____ fathah  ditulis  a 
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____    ِ ____ dammah ditulis  u 

 

E. Vokal Panjang 

Fathah + alif  ditulis  ā 

 ditulis  jāhiliyyah   جب ههية 

Fathah + ya‟ mati ditulis   ā 

 ditulis  yas‟ā   يسعى 

Kasrah + ya‟ mati ditulis  Ῑ 

 ditulis  karīm   كريم 

Dammah + wawu mati ditulis  ū 

 ditulis  furūḍ   فروض 

 

F. Vokal Rangkap 

Fathah + ya‟ mati  ditulis  ai 

 ditulis  bainakum   بيىكم 

Fathah + wawu mati ditulis  au 

 ditulis  qaulun   قول 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 ditulis  a‟antum  ااوتم

 ditulis  u‟iddat  اعدت

 ditulis  la‟in syakartum  نئه شكرتم

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah 

 ditulis  al-Qur‟ān  انقر ان

 ditulis  al-Qiyās  انقيب س

 

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 
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 ditulis  as-Samā  انسمبء

 ditulis  asy-Syams  انشمس

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

انفروضذوي    ditulis  Żawȋ al-furūḍ 

 ditulis   ahl as-sunnah  اهم انسىه
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MOTTO 

 

Bukannya Allah tidak tahu remuknya hati 

 bukannya Allah tidak tahu perihnya diuji tapi Allah tahu 

bahwa “KITA MAMPU MENGHADAPI” 

 

Perubahan yang di mulai dari diri sendiri, biasanya 

terjadi saat kau mulai menyadari bahwa yang 

menentukan sukes atau gagalmu ternyata adalah 

“DIRIMU SENDIRI” 

 

Untuk memperoleh hal yang besar, diperlukan 

SEMANGAT, USAHA DAN TEKAD 

yang tak kalah besarnya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembahas mengenai batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam 

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang usia minimal seseorang boleh 

melakukan pernikahan merupakan hal yang menarik untuk dipelajari dan 

diteliti. Dalam undang-undang tersebut mengatur kebolehan seseorang 

melakukan pernikahan salah satunya dengan terpenuhinya syarat umur yaitu 

usia perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun.
1
 aturan tersebut menuai 

banyak perdebatan. Misalnya dalam Undang perlindungan anak menyebutkan 

umur dibawah 18 tahun masih di sebut anak-anak, sehingga umur 16 tahun 

untuk perempuan dalam undang-undang perkawinan tersebut bisa disebut 

pernikahan anak, karena 16 tahun dalam undang-undang perlindungan anak 

masih dikategorikan sebagai anak. 

Undang-undang perlindungan anak menyebutkan orang yang masih 

berada di bawah umur 18 tahun masih berhak mendapatkan perlindungan. 

perlindungan anak tersebut terdapat pada pasal berikutnya yaitu Perlindungan 

anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

                                                           
1
 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat 1. 
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perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2
 Disamping itu beberapa 

lembaga seperti BKKBN dan KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) berupaya 

untuk menaikkan batas minimal umur perkawinan karena usia tersebut rentang 

terhadap kekerasan dan kematian.  

Faktor-faktor terkait batas usia pernikahan yang dinilai masih terlalu 

dini untuk melakukan pernikahan tersebut yaitu menyebabkan rentan terhadap 

beberapa penyakit. Sebagaiamana yang dikemukakan oleh BKKBN sebagai 

berikut:  

“Resiko yang akan timbul akibat dari pernikahan dini adalah pada 

rentang usia tersebut dari segi kesiapan secara fisik, salah satunya 

rongga panggul belum siap menjadi ibu. Lalu, kehamilan pada usia 

muda pun menyebabkan anemia dan tekanan darah tinggi. Pada 

kehamilan di usia muda pun kerap dijumpai kelainan letak plasenta 

atau ari-ari dan lepasnya plasenta sebelum waktunya yang 

mengakibatkan perdarahan. Ini dapat mengancam jiwa ibu dan 

bayinya.” 
3
 

Menurut Maria Farida Indrati yang merupakan salah satu hakim 

konstitusi mempunyai pendapat lain dengan hakim konstitusi lain yang tidak 

mengabulkan permohonan penambahan umur dalam undang-undang 

perkawinan, Maria Farida setuju dengan penambahan minimal umur 

perkawinan, melihat perkembangan perundang-undangan saat ini Undang-

undang Perkawinan sudah tidak relevan dan harus adanya revisi, di samping itu 

                                                           
2
 Undang-Undang No Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. pasal 1 ayat 1 dan 2. 

 
3
 Pernyataan yang di ungkapkan oleh  Asteria Taruliasi Aritonang, Koordinator Gerakan 

Nasional Kesehatan Ibu dan Anak (GNKIA), Kementerian Kesehatan RI. Yang ditulis oleh Lalu 

Agustan Kusumaredi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

http://ntb.bkkbn.go.id/_layouts/mobile/dispform.aspx?List=8c526a76-8b88-44fe-8f81-

2085df5b7dc7&View=69dc083c-a8aa-496a-9eb7-b54836a53e40&ID=678 di akses pada tanggal 

25 Desember 2017. 

http://ntb.bkkbn.go.id/_layouts/mobile/dispform.aspx?List=8c526a76-8b88-44fe-8f81-2085df5b7dc7&View=69dc083c-a8aa-496a-9eb7-b54836a53e40&ID=678
http://ntb.bkkbn.go.id/_layouts/mobile/dispform.aspx?List=8c526a76-8b88-44fe-8f81-2085df5b7dc7&View=69dc083c-a8aa-496a-9eb7-b54836a53e40&ID=678
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juga perkawinan anak dilakukan akan membahayakan kelangsungan hidup dan 

tumbuh kembang sang anak dan juga berdampak pada rawan kekerasan dan 

diskriminasi, karena suatu perkawinan juga membutuhkan kesiapan fisik, 

psikis, sosial ekonomi dan intelektual.
4
 

Menurut Agus Dwiyanto dan Muhadjir Darwin dalam bukunya 

memamparkan adanya resiko besar yang akan terjadi pada wanita jika ia 

melakukan hubungan seksual di bawah umur 18 tahun, dengan mengemukakan 

alasan menimbulkan resiko besar terkena penyakit kelamin disebabkan karena 

organ reproduksinya belum mengalami kematangan yang sempunrna
5
. Selain 

itu juga belum siap secara fisik maupun mental, Rahim yang belum 

berkembang secara sempurna untuk menampung bayi yang minimal beratnya 

2.500 gram.
6
  

Perkawinan sering dikaitkan dengan usia subur seorang perempuan 

yaitu antara 18 tahun sampai 40 tahun, hingga usia ini dihubungkan dengan 

masa subur, karena usia kehamilan sehat paling mungkin terjadi.
7
 Kemudian 

mengenai tekanan perempuan lebih beresiko mengalami tekana yang besar 

                                                           
4
 Mahkamah Konstitursi Republik Indonesia “Usia Minimal 16 Tahun Bagi Perempuan 

untuk Menikah Tidak Langgar Konstitusi” 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11150#.Wk4HFDR6O00 

di akses pada tanggal 31 Desember 2017. 

 
5
Agus Dwiyanto dan Muhadjir Darwin, Seksualitas, Kesehatan Reproduksi, dan 

Ketimpangan Gender: Implementasi Kesepakatan Konferensi Kependudukan Kairo Bagi 

Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 303.  

 
6
 Ariesta Asri “Alasan Remaja Jangan Menikah sebelum 18 Tahun” 

https://lifestyle.okezone.com/read/2015/05/26/196/1155554/alasan-remaja-wanita-jangan-

menikah-sebelum-18-tahun. diakses pada tanggal 30 Desember 2017. 

 
7
 Marmi, Kesehatan Reproduksi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 18. 

 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11150#.Wk4HFDR6O00
https://lifestyle.okezone.com/read/2015/05/26/196/1155554/alasan-remaja-wanita-jangan-menikah-sebelum-18-tahun
https://lifestyle.okezone.com/read/2015/05/26/196/1155554/alasan-remaja-wanita-jangan-menikah-sebelum-18-tahun
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dibandingkan dengan laki-laki yaitu lebih beresiko mendapatkan permasalahan 

terkait reproduksi. Tekanan sosial dilingkungan pertemanan atau hanya sekedar 

mengeksplorasi penampilan secara sensual, namun berakhir pada pergaulan 

bebas yang mengakibatkan seks bebas, hal itu bisa disebabkan karna orang tua 

terlalu mengekang terhadap anak kemudian merasa di tolak menjadi dirinya 

sendiri.
8
 

Kesiapan secara biologis juga sangat perlu di pertimbangkan untuk 

melangsungkan perkawinan, sebagaimana kasus yang di alami oleh ibu 

Maryanti, sewaktu kecil ia merupakan salah satu korban pernikahan di bawah 

umur. ia di paksa menikah dengan laki-laki saat ia berusia 14 tahun, dengan 

alasan orang tua nya sudah mengambil uang dari laki-laki tersebut, sehingga 

bisa dianggap pernikahan yang ia lakukan sebagai pembayaran hutang oleh 

kedua orang tuanya. Pernikahan tersebut mengakibatkan ia keguguran tiga kali 

dan satu kali berakibat bayi yang dikandungnya meninggal di usia 4 tahun. 

Kemudian setelah menginjak usia 18 tahun ia hamil yang ke lima dan selamat.
9
 

Kesiapan secara fisik juga perlu diperhatikan denngan diantaranya di 

lihat dari matangnya reproduksi terutama bagi perempuan karena akan 

mengalami beberapa fase, diantaranya yaitu fase seksual, hamil, melahirkan 

                                                           
8
 Yati Afiyanti dan Anggi Pratiwi, Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi Perempuan, 

Promosi, Penanganannya dalam Pelayanan Kesehatan dan Keperawatan (Jakarata: Raja Grafindo 

Persada, 2016), hlm .31. 

 
9
 Zahra Amin, “Catatan Di Balik Pemohon Judicial Review Uu Perkawinan Ke 

Mahkamah Konstitusi” baca lebih lanjut http://www.koalisiperempuan.or.id/2017/12/19/catatan-

di-balik-pemohon-judicial-review-uu-perkawinan-ke-mahkamah-konstitusi/ di akses pada tanggal 

25 desember 2017. 

 

http://www.koalisiperempuan.or.id/2017/12/19/catatan-di-balik-pemohon-judicial-review-uu-perkawinan-ke-mahkamah-konstitusi/
http://www.koalisiperempuan.or.id/2017/12/19/catatan-di-balik-pemohon-judicial-review-uu-perkawinan-ke-mahkamah-konstitusi/
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dan menyusui. Selain itu fisik juga terkait dengan mental untuk saling 

menghormati, saling menghargai, bekerjasama, dan menjalankan tugas antara 

suami dan istri. Kesiapan ekomoni juga penting dalam memasuki gerbang 

pernikahan, karena selepas menikah antara suami dan istri perlu mempunyai 

sumber penghasian sendiri untuk menafkahi keluarga, baik berdua ataupun 

dengan anak-anak kelak.
10

 

Aspek-aspek di atas adalah beberapa sebab perlu adanya pembaharuan 

hukum terhadap batas usia perkawinan, pembaharuan membahas tentang batas 

usia perkawinan tersebut sudah dilakukan oleh beberapa negara muslim, 

diantaranya yaitu negara Maroko yang semula mengatur 18 tahun untuk laki-

laki dan 15 tahun bagi perempuan, yang kemudian Undang-undang tersebut 

mengalami pembaharuan pada tahun 2004 yang mengatur batas usia menimal 

menikah yaitu antara laki-laki dan perempuan sama-sama 18 tahun.
11

 Mesir, 

Irak, Yordania, Oman, Melawi, Libyan Arab Jamahiriya dan Pakistan juga 

mengatur persamaan umur antara laki-laki dan perempuan yaitu 18 Tahun.
12

 

Problematika terkait umur tidak hanya berhenti pada pengajuan 

pembaharuan tentang umur perkawinan, namun juga terkait dengan dispensasi 

                                                           
10

 Nur Rofiah dkk, Modul Keluarga Sakinah Perspektif Kesetaraan  (Jakarta: Badan 

Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), hlm.69. 

 
11

 Mudawwanah al-Usrah, Pasal 19. 

 
12

 Nurul Hidayat “UN Committee Recommendations on Minimum Age of Marriage 

Laws” 

https://www.equalitynow.org/sites/default/files/UN_Committee_Recommendations_on_Minimum

_Age_of_Marriage_Laws.pdf. di akses pada tanggal 19 Januari 2018. 

 

https://www.equalitynow.org/sites/default/files/UN_Committee_Recommendations_on_Minimum_Age_of_Marriage_Laws.pdf
https://www.equalitynow.org/sites/default/files/UN_Committee_Recommendations_on_Minimum_Age_of_Marriage_Laws.pdf
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nikah. Dalam undang-undang perkawinan pada pasal 7 ayat 2
13

 yang mengatur 

tentang dispensasi nikah. Dispensasi tersebut dimaksudkan untuk orang yang 

ingin melakukan pernikahan di bawah ketentuan yang sudah di atur dalam 

pasal sebelumnya maka kemudian dijadikan salah satu cara untuk mengizinkan 

pernikahan di bawah umur. Melihat aspek-aspek yang telah dipaparkan 

sebelumnya maka kemudian jika pernikahan 16 tahun dirasa banyak 

madharatnya dibanding dengan kemasalahatannya, maka kemudian bagaimana 

menyikapi pernikahan yang dilakukan di bawah usia 16 tahun?  

Salah satu contoh Pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

Yogyakarta yaitu sebagaiamana yang diketahui penulis melalui salah satu 

panitera, mayoritas permohonan dikabulkan oleh hakim, terutama jika anak 

pemohon sudah hamil yang disebabkan anak pemohon dengan calon suami 

sudah melakukan selayaknya hubungan suami istri yang kemudian berakibat 

hamil, maka kemudian oleh hakim permohonan dispensasi dengan alasan 

tersebut mayoritas dikabulkan, alasan yang dikemukanan karena mengabulkan 

permohonan tersebut di rasa lebih maslahah, karena untuk melindungi anak 

yang masih berada dalam kandungan.
14

  

Pernyataan di atas kemudian mengggah penulis untuk meneliti lebih 

jauh terkait dispensasi nikah, mengungkap secara langsung kebenaran bahwa 

                                                           
13

 Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada 

Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.  

 
14

 Wawancara dengan ibu Tati menjabat sebagai di Pengadilan Agama Yogyakarta, Pada 

tanggal 16 November 2017. 
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dispensasi yang berasalan karena hamil pasti di kabulkan oleh majelis hakim, 

selain itu juga dalam penelitian ini mengungkap mengapa mengenai batas 

minimal usia perkawinan di Indonesia mengalami Resistensi
15

. Sehingga 

pembaharuan dalam peraturan terkait kenaikan batas usia minimal perkawinan 

mengalami kegagalan. 

Penulis juga tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait adakah ada 

batasan minimal usia dalam mengajukan dispensasi nikah, dan mengkaji lebih 

lanjut terkait dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan 

oleh hakim dalam mengabulkan kasus dispensasi. Sehingga dapat dilihat 

apakah hakim bersifat Konservatif
16

 dalam mempertimbangan kasus-kasus 

dispensasi nikah tersebut. 

Data yang di dapat oleh penulis terkait banyaknya kasus dispensasi 

nikah di daerah DIY, DIY sendiri mempunyai 4 pengadilan agama, masing-

masing pengadilan memiliki tingkat dispensasi yang berbeda-beda, data data 

mengenai dispensasi nikah yaitu sebagai berikut: 

                                                           
15

 Arti Resistensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ketahanan. 

Sehingga jika dalam pembahasan mengenai batas usia minimal perkawinan di Indonesia bahwa 

aturan yang dipakai di Indonesia Stagnan ( selalu tetap tanpa adanya suatu pembaharuan atau 

kemajuan). Dapat dibaca melalui https://kbbi.kemdikbud.go.id/. 
16

 Konservatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sikap mempertahankan 

keadaan dan kebiasaan yang berlaku. Dalam penelitian ini dapat di hubungkan bahwa sikap hakim 

dalam mempertimbangkan kasus yang ditangani lebih kepada sikap konservatif atau modern.  

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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Tahun  Pengadilan 

Agama Kota 

Yogyakarta
17

 

Pengadilan 

Agama 

Wonosari 
18

 

Pengadilan 

Agama 

Bantul
19

 

Pengadilan 

Agama 

Sleman
20

 

2014 42 Kasus 151 Kasus 132 Kasus 135 Kasus 

2015 36 Kasus 109 Kasus  124 Kasus 132 Kasus 

2016 38 Kasus 85 Kasus 88 Kasus 100 Kasus 

2017 37 Kasus 67 Kasus 75 Kasus 97 Kasus 

 

Beberapa kasus-kasus dispensasi nikah di atas, penulis tertarik 

untuk meneliti lebih jauh dengan wawancara kepada Hakim Pengadilan 

Agama Bantul dan Wonosari. Alasan memilih kedua pengadilan tersebut 

karena kedua pengadilan tersebut pada tahun 2014 memiliki kasus yang 

sangat banyak, namun dari tahun 2014 hingga 2017 mengalami penurunan 

yang derastis. 

Latarbelakang penulis di atas membuat penulis ingin mengkaji 

lebih jauh problematika mengenai minimum umur perkawinan, serta 

menganalisa terkait kemapanan batas minimal usia perkawinan yang sulit 

                                                           
17

 Data di dapat melalui  wawancara dengan Ibu Tati Kusmiati S.H, beliau menjabat 

sebagai Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal  2 November 2017 

saat Pra Penelitian. 
18

 Data didapat melalui wawancara Bapak Fatkhurohman S.H., M.H yang menjabata 

sebagai Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Wonosari. Wawancara dilakukan pada 

tanggal 5 Januari 2018 di Pengadilan Agama Wonosari. 
19

 Data didapat melalui Wawancara kepada Ibu Yusma Dwi S.H beliau menjabat sebagai 

Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Bantul. Pada tanggal 24 November 2017 saat Pra 

Penelitian di Pengadilan Agama Bantul.   
20

 Data didapat melalui wawancara saat Pra Penelitian dengan Bapak Pailan, beliau 

menjabat sebagai Panitera Muda Gugatan. Penulis lakukan pada tanggal 10 Januari 2018 di 

Pengadilan Agama Sleman. 
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mengalami mengalami pembaharuan dan kebijakan yang diberikan oleh 

hakim di pengadilan agama terhadap dispensasi nikah. Oleh karenanya  

penulis mengangkat judul ” Konservatisme dan Resistensi Terhadap 

Pembaharuan Usia Minimum dan Praktik Dispensasi Nikah di Pengadilan 

Agama “ 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, 

untuk mempermudah dan memetakan pembahasan, maka penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Mengapa ketentuan batas minimal usia perkawinan yang diatur 

dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 mengalami resistensi 

dalam upaya perubahannya? 

2. Apakah hakim mempunyai batas minimal umur dalam 

menetapkan kasus dispensasi nikah?  

3. Bagaimana sikap hakim terhadap ragam usia dalam dispensasi 

nikah tersebut? 

 

C. Tujuan Dan Kegunaan 

1. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mendeskripsikan hal-hal yang menjadikan ketentuan batas 

minimal usia pernikahan mengalami resistensi sehingga 

sampai saat ini belum adanya perubahan ketentuan terkait 
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minimal umur perkawinan yang di atur dalam Undang-

undang No 1 tahun 1974  

b. Menganalisa kebijakan hakim Pengadilan Agama di 

Indonesia tentang minimal usia dalam menetapkanan 

Dispensasi Nikah serta meninjau adakah hakim mempunyai 

batas usia minimal dalam menetapkan dispensasi nikah. 

2. Kegunaan  

a. Memberikan kontrubusi keilmuan dalam bidang hukum 

terutama berkaitan dengan minimal umur perkawinan dan 

dispensasi nikah di Indonesia 

b. Memberikan kontribusi keilmuan kepada para peneliti yang 

akan meneliti tentang minimal usia perkawinan dan 

dispensasi nikah di Indonesia. 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian awal dalam rangka penelitian sangat diperlukan. Karya 

awal tersebut berupa penelusuran karya ilmiah yang telah dilakukan 

sebelum-sebelumnya. Karya tersebut serupa Jurnal, Tesis, buku yang 

terkait penelitian ini. Penelusuran karya ilmiah bertujuan untuk 

mengetahui posisi peneliti yang akan dilakukan oleh penulis. 

Berawal dari Jurnal berjudul “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya 

terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur” yang mana dalam 

penelitian sebelumnya mengangkat tiga rumusan masalah. Inti dari 
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rumusan masalah yang diangkat yaitu: bagaimana pelaksaan pernikahan 

dini di Sumenep yang dilihat dari Undang-undang negara dan Hukum 

Islam, kemudian terkait alasan yang mendorong terjadinya pernikahan dini 

dan mengkaji dampak pernikahan di bawah umur dalam rumah tangga.
21

 

Temuan dalam penelitian sebelumnya diantaranya yaitu: bahwa faktor 

yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini yang dilakukan di 

Sumenep adalah pertama faktor orang tua, orang tua yang mempunyai 

anak perempuan yang sudah beranjak dewasa sesegera mungkin di 

nikahkan dan belum merasa tenang jika anak perempuannya tidak segera 

dinikahkan.
22

 Kedua, faktor Ekonomi. Faktor ekonomi menjadi faktor 

yang umumnya terjadi di masyarakat, dengan menikahkan anaknya secara 

tidak langsung akan terbebas dari tanggungan dan juga meringankan 

beben orang tua. Ketiga, faktor pendidikan. Berawal dari faktor ekonomi 

membuat banyak anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena terhalang 

biaya.
23

 Keempat, faktor diri sendiri. faktor diri sendiri tersebut bermula 

karena mereka merasa suka sama suka dan cocok. Kelima adat. Salah satu 

responden menyatakan bahwa ia menikah diusia muda karena sudah 

menjadi adat dalam keluarganya dan tidak bisa di tentang.
24

 

Penelitian sebelumnya tentunya berbeda dengan penelitian yang 

penulis lakukan. Dalam penelitian penulis tidak hanya mengungkapkan 

                                                           
21

 Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi’ah, “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap 

Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur,” Jurnal Hukum Keluarga Islam., Volume 1, Nomor 

1, April 2016, hlm. 36. 
22

 Ibid., hlm. 39-40. 
23

 Ibid., hlm. 40-41 
24

 Ibid., hlm.41 
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alasan-asalan seseorang melakukan pernikahan dini, namun lebih 

mengungkap pada hakim selaku penentu kebolehan seseorang melakukan 

pernikahan dini yang diajukan di Pengadilan agama. selain itu juga 

mengungkap umur minimal dalam pengajuan dispensasi nikah.  

Penelitian lain terkait pernikahan di bawah umur yaitu dilakuakan 

oleh  Kementrian Agama. Dalam penelitian ini pernikahan dini ditinjau 

dari beberapa wilayah, diantaranya yaitu Kabupaten Banten, Indramayu, 

Brebes dan Malang. Penelitian sebelumnya mengkaji tentang fenomena 

perkawinan yang dilakukan di bawah umur. Salah satu rumusan masalah 

yang diangkat yaitu bagaimana pasangan perkawinan yang dilakukan di 

Kabupaten tesebut dan problematika serta dampak sosial, ekonomi dan 

kesehatan reproduksinya.
25

 Brebes merupakan salah satu kabupaten yang 

diteliti, dari salah satu responden mengatakan bahwa ia menikah di usia 

muda karena merasa tidak nyaman dengan sindiran yang di anggap tidak 

laku-laku
26

. Responden lain mengungkapkan bahwa ia menikah pada umur 

14 tahun dan mengalami keguguran saat hamil pertama.
27

 

Penelitian di atas merupakan penelitian dengan menekankan pada 

fenomena yang terjadi di beberapa kabupaten, tentunya berbeda dengan 

penelitian yang penulis lakukan. Perbedaanya terletak pada fokus masalah, 

dalam penelitian penulis lebih melihat pada resistensi umur perkawinan 

                                                           
25

 Kustini, Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan 

Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementrian Agama RI 

2013), hlm. 6. 
26

 Anggapan masyarakat tentang perempuan yang sudah berusia 14-15 belum menikah 

dianggap sebagai perawan tua dan tidak laku-laku 
27

 Kustini, “Menelusuri Makna”, hlm. 138. 



13 
 

 
 

dan mengungkap kasus umur dispensasi nikah dengan melihat minimum 

rata-rata dan paling muda dalam pengajuannya.  

Karya ilmiah berupa Tesis yang berjudul “Dampak Perkawinan Di 

Bawah Umur Terhadap Hubungan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di 

Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-

2013)”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu: apa yang 

melatarbelakangi melakukan pernikahan di bawah umur? bagaimana 

dampak pernikahan di bawah umur dengan hubungan rumah tangga?
28

 

Jawaban yang di dapat dalam penelitian yaitu: faktor yang 

melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini yaitu terkait dengan ekonomi, 

pendidikan yang rendah, internet, pariwisata,serta masih memegang 

kepercayaan terdahulu. Dampak yang di dapat jika di lihat dari segi 

ekonomi belum memadahi karena masih dibiayai oleh orang tua, mengenai 

komunikasi berusaha dijaga antara pasangan.
29

  

Penelitian sebelumnya mempunyai kesinambungan terkait 

pernikahan dini, penelitian ini berfokus pada satu daerah yaitu di 

kecamatan Tepus, Gunung kidul. Tentunya penelitian yang dilakukan oleh 

penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang penulis 

teliti tidak hanya mengkaji tentang pernikahan dini, namun juga lebih 

mengungkap mengapa batas umur perkawinan mengalami resistensi dan 

                                                           
28

 Moh. Habib Al Kuthbi, “Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Hubungan 

dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul 

Tahun 2010-2013)”, Thesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016, 

hlm. 9. 
29

 Ibid., hlm 103. 
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juga melihat adakah standar umur yang digunakan oleh hakim dalam 

dispensasi nikah. 

Tesis selanjutnya Penelitian yang dilakukan Ahmad Masfuful 

Fuad. Dalam penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana konteks 

penentuan batas minimal usia kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974? Apa 

makna otentik dari ketentuan batas minimal usia kawin dalam UU No. 1 

Tahun 1974? Bagaimana relevansi ketentuan batas minimal usia kawin 

dengan konteks saat ini dan kontribusinya terhadap pembangunan sosial 

masyarakat?.
30

 Tentunya penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian 

yang penelitian lakukan. Jika penelitian ini mengkaji batas minimal usia 

perkawinan dengan melihat konteks dan relevansi terhadap pembangunan 

sosial masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus 

pada kegagalan yang dialami beberapa lembaga terkait pengajuan batas 

minimal perkawinan dan juga juga melihat adakah standar umur yang 

digunakan oleh hakim dalam dispensasi nikah. 

Karya ilmiah selanjutnya berupa tesis dengan judul “Praktek Nikah 

Di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya Di Kecamatan 

Gedangsari, Gunungkidul Tahun 2012-2016 (Kajian Sosiologi)”. Yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian sebelumnya yaitu: a) apa 

faktor sosial budaya yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah 

umur? b) bagaimana peran hukum yang dilakukan oleh KUA dan pihak-

                                                           
30

 Ahmad Masfuful Fuad, “Ketentuan Usia Minimal Kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974 

(Studi Perspektif Hermeneutika)” Tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 2015, hlm. 6. 

 



15 
 

 
 

pihak  lain dalam menanggulangi perkawinan dibawah umur? kajian 

sebelumnya berfokus pada Perangkat Daerah Kepala, Penghulu KUA, 

Kepala Kecamatan, Kepala Desa, Kepala Dukuh,PLKB, Bidan Puskesmas 

UPT I dan II, Konselor Rifka Annisa, Pihak Sekolah SMP,SMK dan Pihak 

Terkait Pelaku Perkawinan dibawah Umur.
31

 Penelitian ini memaparkan 

bahwa anak yang berada diwilayah tersebut rata-rata hanya mengenyam 

pendidikan sampai SMP, sangat sedikit yang melanjutkan pada jenjang 

selanjutnya, disamping itu faktor pergaulan bebas remaja menjadi pemicu 

munculnya Unwanted pregmancy yang menjadi salah satu faktor terbesar 

dalam pernikahan dibawah umur
32

. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang berusaha 

mencari titik temu antara law in book  dan law in action.
33

 

Melihat rumusan masalah dan penemuan yag ditemukan oleh 

penelitian sebelumnya mempunyai korelasi dengan penelitian ini namun 

tentunya memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari fokus 

masalah yang diteliti. Penelitian sebelumnya berfokus pada faktor-faktor 

dan budaya apa yang terjadi sehingga banyaknya pernikahan dini dan juga 

mengkaji beberapa lembaga yang terkait dalam menangani kasus 

pernikahan dini. Sedangkan penelitian yang penulis teliti mengkaji 

pernikahan dini yang diajukan melalui dispensasi nikah dan penyebab 

                                                           
31

 Endah Tiara Furi, “Praktek Nikah di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya di 

Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul Tahun 2012-2016 (Kajian Sosiologi), Tesis tidak 

diterbitkan. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2017, hlm. 26.  

 
32

 Ibid., hlm. 74. 

 
33

 Ibid., hlm. 27. 
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resistensi dalam perubahan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-

undang perkawinan No 1 tahun 1974. 

Tesis yang ditulis oleh Atika Syamsi, yang berjudul “ Pernikahan 

Anak dibawah Umur Serta Dampak Terhadap Proses Pendidikan Formal 

(Studi Kasus Tradisi Pernikahan Pada Anak Usia Sekolah di Sendang 

Agung Paciran Lamongan”. Rumusan masalah yang ada pada penelitian 

ini yaitu: a) faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan anak dibawah 

umur? b) bagaimana respon orang tua pelaku, pihak sekolah dan aparat 

desa mengenai kasus pernikahan dibawah umur? c) bagaimana dampak 

terhadap perkembangan psikologi, prestasi belajar serta kehidupan sosial 

anak / pelaku?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Kemudian 

untuk mempertajam penelitian sebelumnya dengan melakukan 

pertimbangan gender mainstreaming dan pengenaan kategori gender 

sebagai aspek analisis umum terhadap keseluruhan data.
34

 Penelitian ini 

memaparkan beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan 

dibawah umur, diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal meliputi: kehendak dan keinginan pelaku, rendahnya 

pengetahuan dan pendidikan anak, rendahnya pemahaman terhadap 

pentingnya perkawinan. sedangkan faktor eksternalnya yaitu: pengaruh 

adat istiadat (menikahkan anaknya begitu muda dengan hanya karena 

                                                           
34

  Atika Syamsi, “ Pernikahan Anak dibawah Umur Serta Dampak Terhadap Proses 

Pendidikan Formal (Studi Kasus Tradisi Pernikahan Pada Anak Usia Sekolah di Sendang Agung 

Paciran Lamongan), Tesis tidak diterbitkan. Pascasarjana. UIN Sunan Kalijaga 2010, hlm. 13-14. 
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mengikuti adat kebiasaan saja), pengaruh media, pergaulan bebas 

dikalangan remaja, faktor orang tua.
35

 

Mengkaji tentang penelitian yang sebelumnya Yang mana lebih 

mengkaji tentang faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan 

dini, dan juga meneliti tentang bagaimana orang tua bersikap dalam hal 

ini. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis  tentu berbeda dengan 

peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini tidak hanya mengkaji tentang 

pernikahan yang dilakukan di usia dini, tetapi juga melihat adakah hakim 

dalam mengabulan kasus pernikahan dini (dispensasi nikah) mempunyai 

standar dalam dan mengkaji tentang kegagalan diajukannya penambahan 

umur perkawinan. 

Penelitian selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Aicha El 

Hajjami, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia. Penelitian 

yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengungkap 

usia minimal perkawinan di Maroko dan batas usia minimal dispensasi 

nikah. dalam hal ini penemuan yaitu batas usia menikah di Maroko berusia 

18 tahun untuk laki-laki ataupun perempuan, namun jika dibawah umur 

tersebut dapat memintakan dispensasi nikah dipengadilan setempat. Umur 

dipsensasi nikah tersebut juga di batasi yaitu 15 tahun. Jika perkawinan 

dilakukan di bawah umur tersebut maka tidak di akui oleh negara 

                                                           
35

 Ibid., hlm 100-106. 
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Maroko.
36

 Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. 

Perbedaan terletak pada masalah yang diangkat, jika peneliti sebelumnya 

berfokus pada usia minimal dan juga mengungkap di Maroko terdapat usia 

minimal dalam dispensasi nikah, sedangkan penelitian penulis 

mengungkap lebih pada apakah ada usia minimal yang digunakan hakim 

dalam pengabulan dispensasi nikah dan melihat pada rata-rata usia 

minimum pengajuan dispensasi nikah serta umur pengajuan yang paling 

muda. 

Penelitian berlanjut pada penelitian yang dilakukan oleh Inayah 

Rohmaniyah, yang berjudul “Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa 

dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini”. Penelitian kali ini berfokus 

pada pernikahan dini yang terjadi di beberapa daerah, diantaranya yaitu: 

Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat dan lain-lain. Temuan dalam penelitian 

ini mengungkapkan bahwa di Yogyakarta sekitar 370 pelajar diberikan 

izin dari Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 2015. 

Kebanyakan diajukan karena calon mempelai perempuan sudah hamil 

yang diakibatkan pergaulan bebas. Selain itu di tahun 2014 dispensasi 

nikah diajukan rata-rata usia 14 tahun.
37

 Selain itu penelitian ini 

mengungkapkan bahwa penundaannya pernikahan yang dilakukan oleh 

laki-laki itu biasa, sedangkan perempuan semkin tinggi pendididkan 

                                                           
36

 Nina Nurmila dkk,  “Reformasi Hukum Keluarga Islam, Perjuangan Menegakkan 

Keadilan Gender di Berbagai Negara Muslim” (Yogyakarta :LKIS, 2017), hlm.124-125.  Judul 

buku sebelum diterjemahkan yaitu: Gender an Equality In Muslim Family Law, Justice and Ethics 

in the Islamic Legal Tradition. 
37
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dipandang memiliki resiko keterbatasan yang lebih karena pendidikannya 

yang tinggi.
38

 

Penemuan tentang rata-rata usia yang dilakukan penelitian 

sebelumnya hampir sama dengan yang penulis teliti, namun meneliti 

tentang rata-rata usia menggunakan sample Jawa Tengah, Jawa Barat, 

Jawa Timur, Makasar dan Riau, selain itu juga mengkaji terkait apakah 

hakim dalam pertimbangannya juga mempertimbangkan umur anak 

pemohon. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Ketentuan tentang batas usia perkawinan di Indonesia mengalami 

resistensi umur yang seringkali memunculkan pro dan kontra pada 

beberapa kalangan, mulai dari praktisi, akademisi dan lembaga lain dalam 

bidang hukum, sosial dan kesehatan yang memperbincangkan apakah 

ketentuan batas umur perkaiwnan yang di atur dalam Undang-undang No 

1 tahun 1974 masih relevan untuk di aplikasikan untuk saat ini, dengan 

melihat beberapa faktor. Batas usia minimal yang ada dalam aturan bukan 

hanya selesai pada batas relevan atau tidak relevan tapi kemudian fakta di 

lapangan masih banyak kasus pernikahan yang di lakukan di bawah 

ketentuan batas yang telah di tentukan dalam Undang-undang, oleh sebab 

itu penulis tertarik untuk meneliti terkait dispensasi nikah, dispensasi 
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nikah di sini adalah pernikahan yang di laksanakan kedua mempelai atau 

salah satu yang umurnya masih di bawah batas ketentuan yang telah di 

atur, sebelum pernikahan berlangsung maka orang tua kedua mempelai 

meminta kepada Pengadilan Agama setempat untuk mengizinkan kedua 

mempelai itu menikah. 

Penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh apakah hakim juga 

mempunyai standar batas minimal umur dalam hal pengabulan kasus 

dispensasi nikah, selain itu penulis juga meneliti tentang berapa umur 

termuda dalam pengajuan dispensasi nikah di Indonesia dan juga meneliti 

berapakah rata-rata usia minimal kasus dispensasi nikah di Jawa Tengah, 

Jawa Timur dan Jawa Barat. Untuk mempertajam dan meguak kasus di 

atas maka kemudian penulis menggunakan Teori Wax Weber tentang 

kewenangan Otoritas, teori tersebut merupakan pisau analisis yang di 

gunakan oleh penulis dalam penelitian ini. 

Max weber dalam teori kewenangan meggunakan kata 

kewenangan atau otoritas, kedua istilah tersebut digunakan secara 

bergantian. Otoritas berarti kepatuhan seseorang terhadap aturan tertentu. 

Suatu kewenangan tidak ada artinya tanpa adanya otoritas, yang mana 

otoritas merupakan bentuk khusus dari kewenangan, sehingga otoritas sah 

jika diterima oleh pengikutnya dan menuntut adanya ketaatan terhadap 

ketentuan atau aturan yang dikeluarkan.
39
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Teori Kewenangan yang di kemukakakn oleh Max Weber, yaitu: 

Suatu aturan atau kebijakan yang di dapatkan oleh seseorang tidak lepas 

pengaruh adanya kewenangan, kebijakan yang di keluarkan tida serta 

merta keluar dengan sendirinya, namun juga di pengaruhi oleh 

kewenangan oleh pejabat atau orang-orang tertentu yang mempunyai 

kewenangan, teori ini dapat digunakan untuk mengukur suatu kebijakan 

yang ada di dalamnya. 

Max Weber membagi kewenangan menjadi tiga jenis bagian, yaitu: 

Pertama: kewenangan Karismatik, kewenangan karismatik merupakan 

kemampuan yang melekat pada diri seseorang karena anugrah Tuhan atau 

yang diyakini bawaan dari lahir, hal itu tidak bisa di dapat oleh 

sembarangan orang, seperti hal nya para Nabi Rasul yang di utus oleh 

Allah yang langsung dari Allah, sehingga hal itu tidak dapat diterima oleh 

sembarangan orang.
40

 Max weber juga mengatakan bahwa otoritas 

karismatik tersebut merupakan fenomena khusus yang tidak rasional, 

karena landasan yang digunakan adalah pengakuan atas keotentikan diri 

sebagai orang yang di pandang sebagai pemimpin.
41

 Keikut sertaan 

pengikut otoritas karismatik sangat berpengaruh, sejauh mana pengikutnya 

setia dengan apa yang diperintahkan dan menaatinya.
42

 Hal ulama’ atau 

kemuka agama bisa di kategorikan mempunyai otoritas karismatik. 
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 Soejono Soekanto, Sosiologi  Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 

224. 
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 Antony Giddens, Kapitalisme dan Teori Sosial Modern :Suatu Analisis Terhadap 

Karya Tulis Marx, Durheim dan Max Weber (Jakarta: UI Press 1986), hlm. 198. 
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Kedua: kewenangan yang bersifat Tradisional, kewenangan ini 

juga mempunyai hubungan erat dengan pemberi kewenangan, hubungan 

erat tersebut dikarenakan kewenangan yang di dapat dari turun temurun 

hal ini bersifat personal dan pribadi sehingga masyarakat mempercayai 

kesaktiannya dan di anggap yang lebih mengetahui tradisi yang di sucikan, 

sehinga menjadi pemegang utama.
43

 Contohnya yaitu pemangku adat yang 

di tunjuk karena turun temurun dari nenek moyang.  

Ketiga kewenangan yang bersifat rasional, kewenangan ini 

biasanya di sebut kewenangan legal, yaitu kewenangan yang di dasarkan 

pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara, kewenangan ini 

dibangun berdasarkan keabsahan yang di miliki oleh seseorang yang 

mengemban tugas yang sudah menjadi amanat yang bersumber dari tugas 

yang diberikan sesuai dengan tugas masing-masing, sehingga kewenangan 

ini biasanya di batasi sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang menjadi 

herararki jabatan. Sehingga dalam memberikan perintah penguasa atau 

orang yang mempunyai jabatan ini berkuasa bukan berasal dari pribadi 

namun berdasarkan institusi. seperti hal nya presiden, gubernur, hakim dan 

lain sebagainya.
44

 

Teori di atas gunakan penulis sebagai pisau analisis dalam 

penelitian ini, kewenangan karismatik di gunakan oleh penulis sebagai 

pisau analisis untuk meneliti terkait resistensi umur perkawinan di 

Indonesia, dengan melihat dengan kacamata kewenangan karismatik 
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apakah ada hal-hal yang menjadikan ketentuan batas minimal usia 

pernikahan yang di atur dalam Undang-undang perkawinan No 1974 

mengalami resistensi sehingga sampai saat ini tidak ada berubahan untuk 

menaikkan batas usia minimal perkawinan tersebut, selain kewenangan 

karismatik penulis juga menggunakan kewenangan tradisional. 

Kewenangan karismatik dan kewenangan tradisional bisa menjadi satu 

kesatuan yang saling memperkuat, karena kewenangan karismatik dalam 

penelitian ini yaitu pemuka agama dan lain-lain, sementara kewenangan 

Tradisional dalam hal ini dari pemangku adat. 

Kewenangan selanjutnya yaitu kewenangan rasional, kewenangan 

tersebut di gunakan penulis untuk mempertajam penelitian untuk 

mengungkap dispensasi nikah, kewenangan rasional ini merupakan 

kewenangan yang berhubungan erat dengan aturan-aturan dan aparatur 

negara, dalam hal dispensasi nikah tentu yang mempunyai kewenangan 

hanya pihak-pihak yang mempunyai kewenangan rasional, oleh sebab itu 

penulis menggunakan kewenangan rasional untuk mengetahui lebih dalam 

terkait kebijakan-kebijakan aparatur negara (Hakim) dalam memberikan 

keadilan kepada masyarakat pencari keadilan, dan juga mengungkap 

adakah standar minimal umur yang di gunakan oleh Hakim dalam 

pengabulan dispensasi nikah itu sendiri. 

 

F. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 
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Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research). 

Keuntungan yang didapat dalam penelitian ini yaitu dapat berinteraksi 

langsung dengan hakim, yang mana hakim mempunyai kewenangan 

untuk memutus Kasus permhonan dispensasi nikah serta mendapatkan 

informasi sedekat mungkin, sehingga diharapkan pengguna informasi 

dan hasil penelitian dapat memformulasikan data atau informasi 

terkini.
45

 Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang 

dikaji secara intensif yang disertai analisis pada data atau informasi 

yang telah di dapat Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis
46

 yaitu menggambarkan 

serta menganalisis disampaikan tentang problematika mengenai 

minimal umur perkawinan, serta menganalisa terkait kemapanan batas 

minimal usia perkawinan yang sulit mengalami mengalami 

pembaharuan dan kebijakan yang diberikan oleh hakim di pengadilan 

agama terhadap dispensasi nikah, apakah hakim dalam memberikan 

putusan dispensasi nikah mempunyai batas minimal tersendiri.  

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian Sosiologis yaitu cara 

memandang hukum dengan melihat realita yang menitik beratkan pada 

perilaku individu atau masyarakat yang berkaitan dengan suatu hukum 
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 Restu Kartiko Widi, Asas Metodelogi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun 
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tersebut.
47

 Dalam penelitian ini melihat pada perilaku masyakarat dan 

hakim tentang faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam 

pembaharuan usia minimal perkawinan dan batasan umur dalam 

penentuan dispensasi nikah di Indonesia. 

2. Sumber Data 

a. Primer 

Data primer ialah data yang yang dikumpulkan dan menjadi 

bahan utama yang kemudian di olah oleh meneliti.
48

 Sumber data 

yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini yaitu dengan 

mencari data nikah di bawah umur melalui putusan dispensasi 

nikah di pengadilan agama dan salinan putusan yang di keluarkan 

oleh Mahkamah Agung. Salinan putusan tersebut penulis ambil di 

daerah-daerah tertentu, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa 

Barat. Selain itu penulis juga mengambil beberapa sample dari 

Riau dan Makasar.  

Sample-sample di atas kemudian diperkuat dengan 

wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Wonosari dan 

Bantul, penulis berhasil mewawancarai 6 hakim dari kedua 

pengadilan agama tersebut. Alasan memilih wawancara di kedua 

Pengadilan Agama tersebut yaitu pada tahun 2014 kedua 

pengadilan agama tersebut sama-sama mempunyai kasus 
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dispensasi yang banyak, namun dapat dilihat sampai tahun 2017 

mengalami penurunan.  

Wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian 

ini yaitu menanyakan hal-hal terkait resistensi batas minimal 

perkawinan di Indonesia dan usia minimal dalam kasus dispensasi 

nikah, serta mengkaji tentang sikap hakim terhadap ragam usia 

dalam kasus dispensasi nikah dan hal-hal lain yang terkait dalam 

penelitian ini. 

b. Skunder  

Data skunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, 

artikel maupun tulisan yang bersifat online ataupun offline yang 

berkaitan dengan pembahasan mengenai minimal umur perkawinan 

dan dispensasi nikah.
49

 

3. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan melalui putusan 

Dispensasi nikah yang di dapat melalui salinan putusan yang di 

keluarkan oleh Mahkamah Agung, data yang penulis ambil yaitu 

mengambil beberapa kasus yang berada di wilayah kabupaten dalam 

lingkup Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Riau dan Makasar. 

selain itu penulis juga mengungkap usia dispensasi nikah yang paling 

muda di Indonesia 

 

                                                           
49

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum ( Jakarata: Kencana, 2014), hlm. 196. 

 



27 
 

 
 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam pembahasan Tesis ini, maka 

sistematika penulisan Tesis disusun terdiri dari lima bab, dan masing-

masing bab dibagi atas sub-sub bab. Masing-masing bab membahas 

permasalahan tersendiri, tetapi masih saling berkaitan antara satu bab 

dengan bab berikutnya. Adapun secara global sistematika penulisan ini 

adalah sebagai berikut : 

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara 

keseluruhan, sehingga dari bab ini diperoleh gambaran tentang 

pembahasan Tesis ini, dalam bab pertama ini berisikan latar belakang 

masalah, Pokok masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, teori yang 

digunakan, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, pembahasan pada bab ini berisi tiga poin yaitu 

memaparkan pada sejarah terbentuknya Undang-undang perkawinan dan 

KHI (Kompilasi Hukum Islam) disamping itu juga memaparkan syarat dan 

rukun perkawinan di beberapa ketentuan di Indonesia dan juga menurut 

pendapat beberapa Madzhab. 

Bab ketiga. Diawali dengan pembahasan resistensi usia perkawinan 

dengan membandingkan dengan beberapa negara muslim yang telah 

melakukan pembaharuan ataupun belum, kemudian pembahasan 

selanjutnya tentang dinamika perdebatan tentang usia perkawinan yaitu 

dengan mengkaji Judicial Riview tentang pengajuan uji materi batas usia 
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minimal yang di atur dalam undang-undang perkawinan, kemudian juga 

mengkaji tentang HMPA. 

Bab keempat. Bab ini penulis mengungkap adakah batasan 

minimal umur dispensasi nikah yang digunakan oleh hakim dalam 

menetapkan dispensasi nikah, kemudian juga mengungkap beberapa kasus 

dispensasi nikah yang paling muda di Indonesia serta dari setiap Provinsi 

Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Makasar dan Riau mengambil 

beberapa kasus yang di dalamnya terdapat usia paling muda dan hal itu 

diperkuat dengan wawancara yang di lakukan oleh penulis terhadap hakim 

Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Wonosari sebagai 

penguat dalam penelitian ini, karena hakim mempunyai kewenangan 

dalam memutus permohonan dispensasi nikah. 

Bab Kelima merupakan bab terakhir yang berisikan tentang 

penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini berisikan 

tentang kesimpulan dari keseluruhan Tesis ini dan saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil analisis dari kajian tesis ini setidaknya bisa di ambil beberapa 

kesimpulan yaitu: 

1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa lembaga untuk menaikkan 

batas umur perkawinan gagal dilakukan, beberapa hal yang mempengaruhi 

kegagalan tersebut ialah pemikiran yang digunakan masih konservative 

dengan melihat bahwa setiap agama dan adat mempunyai masing-masing 

dalam menetukan seseorang sudah siap untuk menikah, selain itu setiap 

daerah mempunyai kebijakan yang beragam. jika di lihat melalui Teori 

Kewenangan yang di kemukakan oleh Max Weber tentang kewenangan 

yaitu dilatarbelakangi oleh kewenangan Karismatik dan Kewenangan 

Tradisional, yang mana kedua kewenangan tersebut secara tidak langsung 

menjadi beberapa pertimbangan dalam pengabulan perkara Judicial 

Review No 30-74/PUU-XXI/2014.  

Kewenangan Karismatik sendiri merupakan kewenangan yang 

melekat pada diri seseorang karena anugrah Tuhan, sedangkan 

kewenangan Tradisional merupakan kewenangan yang di dapat secara 

turun temurun. Kewenangan Karismatik dalam Judicial Review dapat di 

lihat dari bagaimana Quraish Shihab, Majelis Ulama Indonesia (MUI), 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama’. Penyataan Ulama’ 
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dan beberapa Ormas di atas dapat disimpulkan bahwa usia pernikahan 

sebaikknya tetaplah sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-undang 

Perkawinan, selain itu dalam masing-masing agama mempunyai kebijakan 

tersendiri dalam hal pernikahan sebagaimana dapat dipelajari lebih lanjut 

dalam Judicial Reveiw. 

Kesaksian pemuka agama di atas diperkuat juga dengan banyaknya 

adat istiadat yang ada di Indonesia. Adat Istiadat yang begitu banyak tentu 

akan menimbulkan kebijakan tersendiri terkait kebolehan seseorang 

melakukan pernikahan. Hal itu diperkuat dengan wawancara dengan 

beberapa hakim yang mengungkapkan bahwa ada adat yang menganggap 

semakin muda anaknya menikah, maka hal tersebut menjadi kebanggaan 

tersendiri, bahkan jika anak yang belum menikah di usia 14-16 tahun di 

anggap sangat tabu. Oleh sebab itu maka menaikkan umur perkawinan 

bukan merupakan jalan keluar untuk menanggulangi terjadinya pernikahan 

di bawah umur. Jika hal ini dikaji melalui teori kewenangan yang di 

paparkan oleh Max Weber dapat di kategorikan sebagai kewenangan 

Tradisional, karena pemangku adat mempunyai peranan besar dalam 

masyarakat tertentu. 

2. Hakim tidak mempunyai batasan minimal umur dalam memutusakan 

kasus dispensasi nikah. dapat dilihat dalam penelitian ini umur calon 

mempelai laki-laki dan perempuan sagat beragam, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hakim tidak mempunyai batasan dalam hal umur, 

namun lebih menekankan pada kondisi kedua pasangan (kemaslahatan). 
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Penelitian ini menemukan kasus paling muda dalam pengajuan dispensasi 

di Indonesia yaitu berusia 11 tahun 9 bulan (perempuan) dan 14 tahun 

(laki-laki). Kemudian rata-rata umur dalam penelitian ini yaitu 13 tahun.  

Pertimbangan-pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam 

pengabulan dispensasi nikah dalam penelitian ini seringkali melihat dari 

haid. Pernyataan dua hakim menyatakan bahwa haid tidak selalu menjadi 

penentu seseorang dapat melakukan pernikahan, karena faktanya anak 

yang masih duduk di kelas 2 atau 3 SD juga sudah haid. Meskipun ada 

juga hakim yang berpandangan bahwa haid merupakan salah satu 

seseorang sudah boleh melakukan pernikahan, hal itu salah satu tanda 

bahwa anak tersebut sudah dewasa dan mempunyai tanggung jawab 

terhadap dirinya. Oleh karenanya beberapa kasus dalam dispensasi nikah 

dalam penelitian ini hakim dirasa memakai cara pandang yang koservatif 

untuk dalam mengabulkan permohonan. Melihat beberapa kasus dalam 

penelitian ini bahwa dispensasi nikah diajukan karena ditakutkan akan 

terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama, maka menurut penulis bahwa 

masih ada jalan keluar yang bisa diberikan selain menikahkan kedua 

mempelai dengan usia yang masih sangat muda, karena kekhawatiran 

tersebut hanya bersifat sementara. 

B. Saran-saran 

1. Menaikkan umur perkawinan di rasa belum bisa menjawab keresahan 

tentang beberapa hal negatif yang di sebabkan oleh pernikahan di bawah 

umur, beberapa hal negative tersebut dianataranya yaitu terkait kesehatan, 
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perekonomian dan lain sebagainya, dengan dinaikkanya umur perkawinan 

bukan merupakan solusi namun bisa berdampak lebih banyaknya kasus 

dispensasi nikah. Pembenahan bukan hanya secara aturan, dan aturan 

tersebut dirasa kurang mengenai pada masyarakat karena tidak semua 

masyarakat mengetahui tentang aturan-aturan berapa seseoang di 

perbolehkan untuk menikah dan sebagainya, sebaiknya dimulai dari 

masyarakat yang paling kecil yaitu keluarga, kemudian lingkungan dan 

masyarakat. Dengan adanya pengadaan hal-hal yang positif yang membuat 

anak muda tidak gampang terjerumus dalam hal-hal yang dilarang Agama. 

2. Dispensasi nikah terkadang dianggap sepele oleh sebagian orang, tetapi di 

sadari atau tidak berdampak besar dalam masyarakat, terutama untuk yang 

sudah terlanjur melakukan hubungan di luar nikah yang berakibat hamil, 

apalagi jika kehamilannya masih sangat belia, tentunya dari segi 

kesehatan, ekonomi dan lain belum memungkinkan untuk membangun 

keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, oleh sebab itu kemungkinan 

besar semua kebutuhan dibantu oleh kedua orang tua sang mempelai. 

sebelum terjadinya hal-hal yang dapat menjeruskan terhadap hal-hal yang 

dilarang seharusnya orang tua lebih memberikan perhatian dan memberika 

pantauan terhadap anak, agar sebisa mungkin tidak sampai terjerumus 

pada hal-hal yang dapat berakibat buruk dikemudian hari. 

3. Untuk peneliti selanjutnya terkait dengan dispensasi nikah dan hal-hal 

yang terkait, untuk lebih mengembangkan penelitian menjadi lebih luas 

dari apa yang telah penulis teliti. Mulai dari membandingkan dispensasi 
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nikah dengan negara lain, atau dapat meninjau desa yang bisa di jadikan 

contoh mebududayaan pemuda dengan hal-hal yang positif, agar 

pembudidayaan pemuda tidak hanya dilakukan oleh desa atau wilayah itu 

saja, namun juga bisa meyeluruh, supaya dapat menekan tingkat 

pernikahan dini. Selain beberapa hal di atas tentunya penelitian masih 

banyak celah yang dapat di teliti dari beberapa aspek yang lain.  
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DAFTAR TERJEMAHAN 

BAB II 

No Hal Nomor 

Footnote 

Ayat Al-Qur’an 

atau Hadits 

Terjemahan Ayat 

1.  41 37 Hadits 

diriwayatkan oleh 
Sahih Al-Bukhari 

Wahai sekalian pemuda, siapa 

diantara kalian telah 

mempunyai kemampuan, maka 

hendaklah ia menikah, karena 

menikah itu dapat 

menundukkan pandangan, dan 

juga lebih bisa menjaga 

kemaluan. Namun, siapa yang 

belum mampu, hendaklah ia 

berpuasa, sebab hal itu dapat 

meredakan nafsunya. 

2.  42 38 An-Nur (24):3 

 

Pezina laki-laki tidak boleh 

menikah kecuali dengan 

pezina perempuan, atau 

dengan perempuan musyrik, 

dan pezina perempuan tidak 

boleh menikah kecuali dengan 

pezina laki-laki atau dengan 

laki-laki musyrik, dan yang 

demikian itu diharamkan bagi 

orang-orang yang mukmin. 

 

BAB IV 

No Hal Hadits atau Kaidah  Terjemahan  

الوفاسد هقدم  درء   .1

 على جلة الوصالح

 

Menarik terjadinya kemafsadatan 

didahulukan  daripada menarik 

kemaslahatan. 

درء الوفاسد اولى هي جلة    .2

 الوصالح

Menolak terjadinya kemafsadatan 

lebih di prioritaskan daripada menarik 

kemasalahatan 

واًكحىا الاياّهى هٌكن    .3

والصلحيي هي عثادكن واهائكن 

اى يكىًىا فقراء يغٌهن الله هي 

Dan nikahkanlah orang-orang yang 

sendirian di antara kamu dan orang-

orang yang layak (nikah) dari hamba 



 sahayamu yang perempuan. jika فضله والله واسع علين

mereka miskin maka Allah akan 

memberikan mereka kemampuan 

dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha 

Luas pemberian-Nya lagi Maha 

Mengetahui. 

يا هعشر الشثاب هي استطاع    .4

هٌكن الثائة فليتزوج, فاًه 

اغض الثصر واحصي للفرج 

وهي لن يستطع فعليه تالصىم 

  فاًه له وجاء

 

Wahai sekalian pemuda, siapa diantara 

kalian telah mempunyai kemampuan, 

maka hendaklah ia menikah, karena 

menikah itu dapat menundukkan 

pandangan, dan juga lebih bisa 

menjaga kemaluan. Namun, siapa 

yang belum mampu, hendaklah ia 

berpuasa, sebab hal itu dapat 

meredakan nafsunya. 

تصرف الاهام على الرعية    .5

 هٌىط تالوصلحة

Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai 

dengan kemaslahatannya 

 





































































 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Hakim Pengadilan Agama Wonosari 



RIWAYAT HIDUP 

 

 

A. Identitas Diri 

Nama : Kholifatun Nur Mustofa 

Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali 03 Agustus 1994 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Alamat  : Pendem, Sidomulyo, Ampel, Boyolali, Jawa 

Tengah 

No Hp   : 085643787631 

Email    : kholifatunnurmustofa@gmail.com 

 

B. Riwayat Pendidikan 

1999-2005  : SDN Sidomulyo 1 

2005-2009  : MTS Pondok Tremas Pacitan Jawa Timur 

2009-2012  : Madrasah Aliyah Pondok Tremas  

2012-2016  : SI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

2016-2018  : sedang menempuh S2 semster akhir 

C. Riwayat Pekerjaan 

 

2013-2014  : SDIT Salsabila Al-Muthi’in  

2014-2015  : TPA An-Noor Yogyakarta 

2016-2017  : TK Among Putro Berbah 

 

D. Riwayat Organisasi 

2011   : Panitia Majalah Attarmasie 2011 

2011-2012  : Ketua IKASANDA Putri  

    : Sekertaris Asrama Maariyah Putri 

2013-2014  : INKAI UIN Sunan Kalijaga 

2013-2016  : BEM J AS Fakultas Syari’ah dan Hukum 

2018   : Komunitas Mata Kita Yogyakarta 
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